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ABSTRACT

This research will discuss the trend of the right to inquiry
addressed to the Constitutional Court. Article 79 Paragraph (3) of Law
Number 17 of 2014 concerning the People’s Consultative Assembly, the
People's Representative Council, the Regional Representative Council
and the Regional People's Representative Council (MD3), states that
"The right to inquiry is the right of the DPR to conduct an investigation
into the implementation of a laws and/or Government policies relating
to important, strategic matters and having a broad impact on the life of
society, nation and state which are alleged to be in conflict with
statutory regulations.” However, in reality the DPR submitted the right
of inquiry to the Constitutional Court, where the Constitutional Court
is a judicial institution. The Constitutional Court considered that a
constitutional tragedy had occurred with the Constitutional Court's
decision regarding the age limit for presidential and vice presidential
candidates. So one of the members of the People's Representative
Council from the Indonesian Democratic Party of Struggle or PDI- P
faction proposed the Right to Inquiry against the Constitutional Court.
The purpose of writing this article is to explain the use of the DPR's
right to inquiry in conducting investigations into the Constitutional
Court, and the implications arising from the DPR's use of the right to
inquiry against the Constitutional Court. This research uses a type of
normative juridical research, using legislative and conceptual
approaches. The results of this research show that the use of the DPR's
right to inquiry against the Constitutional Court was wrongly targeted
or inappropriate. Because according to Article 79 Paragraph (3) of
Law no. 17 of 2014 concerning MD3, the object of the right to inquiry
is policy or implementation of laws by the government, not judicial
institutions such as the Constitutional Court. And the implications
arising from the DPR's use of the right to inquiry against the
Constitutional Court are that all forms of alleged violations of the
implementation of the law by Constitutional Court judges cannot be
carried out by means of (political) inquiry. It is recommended that the
DPR understand Article 79 paragraph (3), especially regarding the
mechanism process for using the right to inquiry so that it is not
misused, so that violations do not occur in the use of the right to inquiry,
because the right to inquiry is used to supervise the government, not for
judicial institutions such as the Constitutional Court.

Keywords: Inquiry Rights, Object, Constitutional Court
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ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas trentang hak angket yang
ditujukan kepada mahkamah Konstitusi. Pada pasal 79 Ayat (3)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3),
menyebutkan bahwa “Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.” Namun kenyataannya DPR mengajukan hak angket
terhadap Mahkamah Konstitusi,dimana Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi dinilai telah
terjadi tragedi konstitusi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga
salah satu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mengusulkan Hak Angket
terhadap Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan artikel ini untuk
menjelaskan mengenai penggunaan hak angket DPR dalam melakukan
penyelidikan terhadap Mahkamah Konstitusi, dan implikasi yang
ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh DPR terhadap
Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yurudis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukan
bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi
merupakan salah sasaran atau tidak tepat. Karena menurut Pasal 79
Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, yang menjadi objek
dari hak angket adalah kebijakan atau pelaksanaan Undang-Undang
oleh Pemerintah, bukan lembaga yudikatif seperti mahkamah
Konstitusi. Dan implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak
angket oleh DPR terhadap Mahkamah Konstitusi, adalah Segala bentuk
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang oleh hakim
Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan dengan jalur angket
(politik). Disarankan kepada DPR agar memahami Pasal 79 ayat (3),
terutama tentang proses mekanisme penggunaan hak angket agar tidak
disalahgunakan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan
hak angket, karena hak angket itu digunakan untuk mengawasi
pemerintah, bukan untuk lembaga Yudikatif seperti Mahkamah
Konstitusi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu
lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.Fungsi pengawasan
Dewan Negara Republik Indonesia (DPR) yang tertuang dalam
Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) di wujudkan dalam bentuk pemberian hak. Salah satu
haknya ialah angket, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.
Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
pasal-pasal lain Undang- undang Dasar ini,Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak Interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat.*

Pengawasan (Controling) vyaitu suatu kegiatan yang
ditunjukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai
dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan
dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditunjukan untuk
menjamin sikap pemerintaha agar berjalan sesuai hukum yang
berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti
suatu kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin terlaksananya
penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai
dengan hukum yang berlaku.?

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, lembaga ini
melindungi  kepentingan rakrat, sebab melaui penggunaan
kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ni, DPR dapat mengoreksi
semua kegiatan lembaga kenegaraan lainya melaui pelaksanaan
berbagai hak DPR. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat
mengakibatkan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki.
Fungsi kontrol merupakan konsekuensi logis dalam sistem
demokrasi dalam memperbaiki dirinya.®

! pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

2 Sri Soemantri, (et.al). Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik
Indonesia: 30 Tahun kembali ke undang- undang Dasar 1945, him.285.

% Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.ll,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hIm.82.
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Ketentuan hukum secara konstitusional yang mengatur
pertamakalinya mengenai hak angket terdapat pada perubahan
konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-
Undang Dasar sementara Republik Indonesia, yang lebih dikenal
dengan Undang — Undang Nomor 7 tahun 1950,khususnya pada
ketentuan pasal 70, sebagai berikut :” Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang
ditetapkan dengan undang -undang”.*

DPR sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi-
fungsinya memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dan
ditentukan dalam pasal 19- 22B UUD 1945, diantaranya adalah hak
angket. Ketentuan mengenai hak angket diatur berdasarkan
ketentuan pasal 20A ayat (2) UU 1945, sebagai berikut : “dalam
melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain.

Sedangkan pengertian mengenai hak angket adalah
berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang — Undang Nomor 17 tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagi berikut :”Hak Angket sebagaimana dimaksut pada
ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan
terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan”.®

Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Dalam bahasa inggris istilah hak angket diidentikkan dengan istilah
asing yaitu oversight maupun inquiry yang dalam hal ini, secara
konstitusional diatur dalam Pasal20A ayat (2). Dalam Undang-

# Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Tentang Perubahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia serikat menjadi undang- undang Dasar sementara
Republik Indonesia, pasal 70.

® Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Pasal 20A Ayat (2),
Perubahan Kedua
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Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR,DPR,DPD, dan DPRD
(MD3) Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak
DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.®

Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf b disusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang
anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah untuk selanjutnya
dijelaskan dalam Undang-Undang MD3 dijelaskan bahwa
pengajuan hak angket harus diusulkan paling sedikit dua puluh lima
orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen
yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau
pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan
penyelidikannya.” Usul hak angket juga harus mendapat persetujuan
dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah
anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari
setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Dalam pasal 79 ayat (3)
Undang-Undang MD3 diterangkan bahwa penggunaan hak angket
(hak menyelidiki) DPR hanya diperuntukkan yang: 1). Berkaitan
dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau  kebijakan
pemerintah;2) Berkaitan dengan hal penting,strategis dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dan 3). Diduga bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan.®

® Tri Mulyani Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, ‘Penerapan Konsep
Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif
Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.’,
Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017, pp. 328-38.

" Rahman Muhammad Ali.(2018). Penggunaan Hak Angket Dewan
Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurist Diction, 1 (01);
h. 286 - 287.

8 Syamsuddin Radjab. “Hak Angket DPR Terhadap KPK”
https://hukumonline.com (diakses pada 06 April 2024, pukul 20.10 WIB)



Pada dasarnya dewan perwakilan rakyat ialah bagian
penyelenggara pemerintahan negara yang bekerja sama dengan
lembaga eksekutif guna memenuhi peraturan perundang-undangan
yang didasarkan pada asas pengawasan rakyat melalui keluaran
lembaga legislatif. Teori politik trias Montesquieu memberikan
masukan kepada lembaga legislatif pada negara hukum yang
demokratis. Teori ini mengkategorikan kekuasaan negara kedalam
3 cabang: eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Karena mewakili
rakyat, lembaga legislatif memainkan peran strategis yang penting
dalam pemerintahan negara. Di Indonesia, peran legislatif
dipisahkan dari fungsi kontrol dan fungsi anggaran dalam badan
perwakilan atau parlemen.® Pasal 20A ayat (3) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jika selain hak-hak
yang diberikan yang teratur pada pasal-pasal lain UUD ini, DPR
berhak bertanya, berpendapat, dan mengadakan perdebatan
berdasarkan tiga fungsi kelembagaanya.

Di era reformasi hak angket kembali mencuat diruang
publik setelah terahir DPR-RI menggulirkan hak angket terhadap
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, terjadi
lagi beberapa waktu lalu Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI
dari fraksi PDIP menginisiasi diajukanya hak angket kepada
Mahkamah Konstitusi sebagai sikap terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menurutnya dengan upaya ini
dapat menjaga mandat konstitusi, mandat reformasi, dan
demokrasi.karena anggapanya saat ini Indonesia berada dalam
ancaman — ancaman terhadap konstitusi, termasuk juga mengenai
penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme(KKN). Hal ini mendapat respon dari para pakar Hukum
Tata Negara mengenai kewenangn DPR melaksanakan hak angket
kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddigie hak angket terhadap MK bukan
sesuatu yang patut dikhawatirkan. Jimly Asshiddigie juga
menyatakan bahwa mendukung anggota Dewan Perwakilan Rakyat

® Jimly Asshiddigie, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,
Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. hal 160.



5

(DPR) menggunakan hak angket guna merespon putusan
Mahkamah Konstitusi tantang batas usia calon presiden dan calon
wakil presiden.Karena, pada dasarnya parlemen memang
mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lainnya.
Berbeda pendapat oleh pakar Hukum Tata Negara, Fahri
Bachmid,menurutnya kurang tepat dan salah alamat lantaran secara
historis dan yuridis, hak angket diperuntukkan sebagai hak
pengawasan lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif bukan
terhadap lembaga yudikatif.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk
meneliti terkait kewenangan DPR dalam menggunakan hak
angketnya terhadap Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan DPR mengajukan hak Angket terhadap
Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaiman implikasi hukum dilakukanya hak angket kepada
Mahkamah Konstitusi ?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk menganalisis kewenangan DPR dalam mangajukan hak
angket terhadap Mahkamah Konstitusi
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dilakukanya hak angket
oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau
berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai suatu
tambahan wawasan dan pengetahuan dalam lingkup hukum pada
umumnya, serta secara khusus pengembangan hukum dibidang
tata negara Indonesia mengenai fungsi pengawasan DPR
melalaui hak angket.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan serta masukan kepada
praktisi hukum serta Menjadi bahan pertimbangan atas problem
penggunaan hak angket terhadap lembaga independen (MK).
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E. Kerangka Teori

Teori cabang kekuasaan menurut Montesquieu

Pembagian kekuasaan adalah suatu prinsip dimana

kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau
satu badan saja.pembagian kekuasaan bertujuan menghindari
terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga
saja. Kekuasaan yang berpusat pada satu tangan maka akan
menjadikan pemerintah otoriter. Montesquieu membagi kekuasaan
negara kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang
melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Kekuasaan
eksekutif dipimpin oleh raja atau presiden beserta
kabinetnya.Kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan
diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer.

Di Indonesia, lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan
wakil presiden. Lembaga eksekutif di Indonesia diduduki
jabatan politis yaitu presiden, wakil presiden, dan para
menteri.Selain jabatan politis, lembaga eksekutif juga terdiri
atas aparat Dbirokrasi pemerintahan yang membantu
mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh
presiden.t®
Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan negara yang bertugas
membuat peraturan dan undang-undang. Lembaga legislatif
dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau
presiden.

Kekuasaan legislatif adalah wakil dari rakyat, yang diberi
kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya.
Kekuasaan legislatif memiliki hak untuk meminta keterangan
terkait kebijakan kepada lembaga lain.Selain hak meminta
keterangan, kekuasaan legislatif juga memiliki hak mosi tidak
percaya. Hak ini berpotensi untuk menjatuhkan kekuasaan

10 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama



eksekutif.

Pelaksana fungsi kekuasaan legislatif di Indonesia adalah
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan
Daerah atau DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR,
dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.*

Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang
mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
memiliki kekuasaan kehakiman.Kekuasaan yudikatif dibentuk
sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian
perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan
yang bertentangan dengan dasar negara.

Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh dua
lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan
Mahkamah Agung (MA). Selain itu, terdapat Komisi Yudisial
(KY) yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim
agung, tetapi kedudukan Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai
lembaga pelengkap karena Komisi Yudisial (KY) bersifat
mandiri atau lembaga independen.*?

F. Penelitian Yang Relevan

NAMA(TAHUN)JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN
Jurnal Penelitian Hukum | Sama-sama Penelitian ini
Legalitas (2020) Hak Angket | membahas tentang | fokus pada fungsi
Dewan Perwakilan Hak Angket | pengawasan
Rakyat Republik Indonesia | Dewan Perwakilan | penggunaan hak
sebagai fungsi pengawasan | Rakyat kepada | angket Dewan
lembaga negara.*® suatu lembaga | Perwakilan rakyat
negara. Republik
Indonesia terhadap

11 Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar limu Politik. Depok: Rajagrafindo
Persada Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004.
12 Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta:

Kanisius

13 Kristiawanto, Kristiawanto. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara." Jurnal Penelitian
Hukum Legalitas, vol. 14, no. 1, 2020, pp. 1-14,




Komisi
Pemberantasan
Korupsi.
Jurnal llmiah  Mahasiswa | Persamaan dalam | Penelitian ini
(2019) Tinjauan Normatif | pembahasan  ini | fokus pada
Kewenangan DPR dalam | yakni sama sama | penggunaan hak
melakukan ~ hak  angket | ingin mengetahui | angket DPR
terhadap Komisi | implikasi dari hak | apakah sudah tepat
Pemberantasan Korupsi'* angket yang | dalam melakukan
diajukan oleh DPR | penyelidikan
kepada lembaga | terhadap lembaga
independen. independen
berdasarkan
Undang-undang.
Jurnal  hukum  Badamai | Sama-sama Penelitian ini
(2019) Pengunaan  Hak | membahas tentang | fokus pada Hak
angket Dewan penggunaan Hak | Angket DPR atas
Perwakilan Rakyat Republik | Angket DPR yang | Undang-undang
Indonesia terhadap lembaga | dilakukan Dasar Negara
negara Independen.®® terhadap lembaga Republik
negara Indonesia
Independen. Tahunl1945 dan
peraturan
dibawahnya.
Jurnal hukum kenotarisan | Sama-sama Penelitian ini
(2019) Kajian yuridis hak | membahas tentang | fokus pada kajian
angket Dewan perwakilan | pendalaman tentang
rakyat terhadap KPK (dikaji | legalitas dari | pelaksanaan dari
dari perspektif hukum penggunaan hak | hak angket oleh
tata negara).® angket oleh DPR | DPR terhadap

14 Haqi, Harisul, and M. Zuhri. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN
HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSL." Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 3.1 (2019): 32-45.

15 Mustaqim, Darul Hudha. "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen.” Badamai Law
Journal 4.1 (2019): 106-125.

16 Adityanatha, 1. "Kajian Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikaji dari Perspektif Hukum Tata
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terhadap lembaga

KPK, dikaji dari

independen. prespektif Hukum
Tata Negara di
Indonesia.
Analisis  Hak  Imunitas | Sama-sama Penelitian ini
anggota DPR dalam sistem | membahas tentang | berfokus kepada
ketatanegaraan Indonesia | hak anggota | Hak Imunitas
berdasarkan prinsip Equality | lembaga Dewan | anggota DPR
Before The Law.’ Perwakilan dalam sistem
Rakyat. ketatanegaraan
Indonesia
berdasarkan
prinsip  Equality
Before
The Law.

. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting
dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi
arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.8

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian
yang menggunakan bahan literatur study (study literatur) karena
metode yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data
tertulis berupa buku, jural, perundang- undangan dan data lainya
yang berkaitan dan mendukung tema penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Negara)." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4.1 (2019).

17 PERDANA, ANFASA AZWAN IZZA. ANALISIS HAK IMUNITAS
ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
BERDASARKAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW. Diss. Universitas

Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

18 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 104.
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Pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach)
merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan
oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan
konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan
yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang
didalam ilmu hukum atau penelitian terhadap konsep-konsep
hukum. pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan
cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan
dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjedi
dua komponen yakni:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan
putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan,
diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-undang No0.48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang
MPR,DPR,DPD,dan DPRD,atau (MD3).
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, seperti
majalah, kamus, yang relevan dengan pokok permasalahan
atau yang relevan dengan kajian.
c. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis
penelitian yang Dbersifat preskriptif. Sifat analisis ini
dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau
penelitian yang bersifat perskriptif, menilai mengenai benar
atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum
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terhadap fakta hukum (das sein).®®

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai
kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang,
mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan
komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan
terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan
teori.®

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang
terdiri atas lima bab dengan tujuan agar pembaca lebih terarah dan
lebih mudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini, antara lain:

Bab | : Pada bab satu berisi tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
beberapa penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta
sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab Il : Pada bab dua berisi tentang landasan teoritis berupa
pemaparan teori pemisahan kekuasaan menurut montesquieu dalam
penelitian.

Bab 111 : Pada bab tiga berisi tentang pembahasan penelitian
rumusan masalah pertama penelitian.

Bab IV : Pada bab empat berisi tentang pembahasan
penelitian rumusan masalah kedua penelitian.

Bab V : Pada bab lima berisi tentang kesimpulan, dan saran.

19 1bid., him. 184.
20 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum,
him. 183






BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis,dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya
digunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan
ketika hak angket tersebut dialamatkan kepada MK yang merupakan
lembaga yudikatif dan bergerak independen. Upaya tersebut juga
bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses
politik. Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket
tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Kinerja
MK  selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa MK
mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal
tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas
tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan
lagi.

Dalam penggunaan hak angket DPR terhadap MK, adalah
cacat hukum dan DPR melanggar Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan menyalahgunakan hak angket,
karena DPR menggunakan hak angket pada MK. Hak angket
seharusnya digunakan untuk mengawasi Pemerintah. Bukan untuk
Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra

terkait adanya hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi
tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR

63
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ataupun MK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak
Angket terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut baik mengenai
kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan
yang berlaku.

bahwa pemisahan kekuasaan dalam montesgieu selama ini
menjawab problematika konflik interes antar lembaga negara
kemungkinan yang terjadi adalah penggunaan hak angket oleh DPR
untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi.sehingga, pemisahan
kekuasaan idealnya perlu pembatasan secara fungsi dan kewenangan
antar lembaga negara. dalam hal ini maka fungsi hak angket harus
tertulis didalam Undang-undang. jikalau perlu undang-undang
tersebut dapat diujikan kembali apakah sudah sesuai dengan asas
pemisahan kekuasaan yang ideal di dalam undang-undang dasar.
dalam hal ini mahkamah konstitusi untuk menguji UU MD3.
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